KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN
KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

Menimbang

“Mengingat

a.

1.

bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan
transparansi penyelenggaraan kegiatan, diperlukan tolak
ukur sebagai pedoman dan evaluasi penyelenggaraan

kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

-Kabupaten Bungo Tahun 2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang
Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan
Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum Di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

‘Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6897);



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
649);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemillihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 172).



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN
TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO
Standar Operasional Prosedur terkait Pelaksanaan Kegiatan
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 7 Tahun
2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan
Pengelolaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan
Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bungo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO,

ttd,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan & Hukum,




PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026

TENTANG
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO DALAM JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

2026
MUARA BUNGO



PENGESAHAN

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap
bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam Pembuatan dan
Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bungo dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi
secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan
selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;

. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan;

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;

. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembuatan dan
Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bungo dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, maka Prosedur Standar Operasional
ini dinyatakan tidak berlaku;

. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS,

MUHAMMAD PANCA PUTRA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Nomor SOP 10 TAHUN 2026
Tanggal 2 JANUARI 2026
Pengesahan

Disahkan Oleh

SEKRETARIS,

e

MUHAMMAD'PANCA PUTRA
NIP. 19740908 200701 1 001

Nama SOP

Pengunggahan Produk
Hukum  Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bungo
Pada Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019
tentang Standar Pengelolaan dan
Informasi Hukum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Memahami

proses

Pengunggahan produk

hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bungo pada laman JDIH




Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilithan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Naskah
Dinas Kimsi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

6. Keputusan KOmisi Pemilihan Umum
Nomor 197 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan
Keputusan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum.

KETERKAITAN:

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:

1.
2.

3.

Buku Agenda Surat
Perangkat computer, Laptop, printer dan
scanner

Jaringan internet/Wifi




4. Flashdisk dan map odner
5. Stempel salinan
6. Cap dinas

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila diperlukan revisi, maka SOP ini | Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy)
dapat dilakukan revisi dan naskah asli elektronik (softcopy)
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PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026

TENTANG
PENURUNAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

2026
MUARA BUNGO



PENGESAHAN

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap
bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian
Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum dalam
Penurunan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi
secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun,;

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan
selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;

. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan;

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;

. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penurunan Produk
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dalam Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bungo, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan
tidak berlaku;

. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS,

]

MUHAMMAD'PANCA PUTRA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Nomor SOP 10 TAHUN 2026
Tanggal 2 JANUARI 2026
Pengesahan

Disahkan Oleh

SEKRETARIS,

"

MUHAMMAD PANCA PUTRA
NIP. 19740908 200701 1 001

Nama SOP

Penurunan Produk Hukum
Komisi Pemilihan Umum
Dalam Jaringan Dokumentasi
Dan Informasi Hukum (JDIH)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1,

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu sebagaimana telah
diubah dengan Undang- Undang 7
Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum menjadi Undang-
Undang;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019
tentang Standar Pengelolaan dan
Informasi Hukum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, sekretariat Komisi
Pemilihan Umum  Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Memahami proses Pengunggahan Produk Hukum
pada laman JDIH Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bungo




Kabupaten/Kota scbagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah di
ubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata
Naskah Dinas Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 197 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan
Keputusan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum.

KETERKAITAN:

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:

1. Buku Agenda Surat;

2. Perangkat computer/Laptop;
3. Mesin Fotokopi;

4. Printer;

5. Flashdisk/Hardisk.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila diperlukan revisi, maka SOP ini
dapat dilakukan revisi

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy)
dan naskah asli elektronik (softcopy)
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PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026

TENTANG
PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

2026
MUARA BUNGO



PENGESAHAN

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap
bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian
Hukum dalam Pembuatan dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bungo;

. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi
secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan
selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;

. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan;

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;

. Dengan Dberakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pembuatan dan
Pengunggahan Konten pada Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Bungo, maka Prosedur
Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku;

. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Muara Bungo
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS,

\¢

MUHAMMAD PANCA PUTRA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

Nomor SOP 10 TAHUN 2026
Tanggal 2 JANUARI 2026
Pengesahan

Disahkan Oleh

SEKRETARIS,

“ B

MUHAMMAD PANCA PUTRA
NIP. 19740908 200701 1 001

Nama SOP

Pembuatan dan
Pengunggahan Konten Pada
Media Sosial Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Bungo

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilu sebagaimana
telah diubah dengan Undang-
Undang 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019
tentang Standar Pengelolaan dan
Informasi Hukum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemillhan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Memahami proses Pengunggahan Konten pada

Media

Sosial ~ Komisi
Kabupaten Bungo

Pemilihan Umum




Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 16 Tahun 2024 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum.

KETERKAITAN:

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:

1. Buku Agenda Surat

2. Perangkat computer, Laptop, printer dan
scanner

Jaringan internet/Wifi

Flashdisk dan map odner

Stempel salinan

Cap dinas

Pr i o

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila diperlukan revisi, maka SOP ini
dapat dilakukan revisi.

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy)
dan naskah asli elektronik (softcopy)
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PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TANGGAL 2 JANUARI 2026

TENTANG
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

2026
MUARA BUNGO



PENGESAHAN

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap
bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;

. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Satuan Tugas
Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo dalam
Penyusunan dan Pelaporan Kartu Kendali Setiap Bulan;

. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi
secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan
selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;

. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan;

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;

. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Muara Bungo

pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS,

MUHAMMAD BANCA PUTRA



Nomor SOP 2 TAHUN 2026

Tanggal 10 JANUARI 2026
Pengesahan

SEKRETARIS,

Disahkan Oleh

v W

MUHAMMAD! PANCA PUTRA
KOMISI PEMILIHAN UMUM NIP. 19740908 200701 1 001

KABUPATEN BUNGO Nama SOP Penyusunan dan Pelaporan
Kartu Kendali Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) di
Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bungo

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun |1l. Memahami pedoman teknis penyelenggara
2015 tentang Penetapan Peraturan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo;
Pemerintah  Pengganti  Undang- | 2. Memahami kewajiban cara penyusun dan
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang kartu kendali SPIP setiap bulan;
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan |3. Memahami pengoperasian Microsoft Word
Walikota menjadi Undang-Undang dan Excel, dan memahami pengoperasian
sebagaimana telah beberapa kali surat elektronik (email, google drive dan
diubah, terakhir dengan Undang- website E- SPIP).

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang;

2. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum
menjadi Undang-Undang;




. Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2008 Tentang  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja
Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di
Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten /Kota;




7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8355 Tahun 2025 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota.

KETERKAITAN:

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:

Jaringan internet/wifi;

Website KPU Kabupaten Batang Hari;
Perangkat komputer, printer dan scanner,
Email dan Google Drive;

Alat komunikasi (Handphone /WA, Telpon
Kantor).

ok W

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila diperlukan revisi, maka SOP ini
dapat dilakukan revisi.

Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy)
dan naskah asli elektronik (softcopy)
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